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BAB IV 

PROSES PEMBAGIAN DALAM PERJANJIAN KAWUKAN (BAGI 

HASIL) TERNAK DI KECAMATAN TANJUNG KEMUNING 

KABUPATEN KAUR 

 

Pada dasarnya, sistem pembagian hasil yang akan diterapkan dalam 

suatu  perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak sesuai hukum adat Besemah. 

Sistem pembagian perjanjian kawukan ternak diterapkan adalah tergantung 

dengan jumlah kaki atau kuku hewan ternak yang dibayar sewaktu aqad 

berlangsung, kalau misalnya  si pengawuk ingin menumpang dua kaki berarti 

menumpang setengah, dengan demikian pengawuk menunggu sampai hewan 

ternak tersebut beranak satu ekor sehingga pengawuk akan mandapatkan anak 

ternak dan dengan demikian setelah mereka selesai melaksanakan pembagian 

berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka 

si pemilik dan si pengawuk bisa berakhir, namun seandainya ingin diteruskan 

lagi tergantung dengan kesepakatan mereka. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tamang, Bapak Karsun, 

dan Bapak Agus, menyatakan bahwa:
54) 

1. Perjanjian kawukan ini dapat diperbaharui di pertengahan jalan, sehingga 

perjanjian kawukan ini tidak bersifat tetap. 

2. Apabila kawukan satu kaki berarti pihak yang melakukan kawukan akan 

mendapat satu ekor ternak setelah berkembang biak sebanyak tiga ekor. 

                                                           
54

 
)
 wawancara dengan Bapak Tamang, Karsun, dan Agus (Pengawuk ternak), tanggal 19 

Mei 2014 
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3. Apabila kawukan satu kuku berarti pihak yang melakukan kawukan 

mendapatkan satu ekor ternak setelah berkembang biak sebanyak tujuh 

ekor tenak. 

4. Apabila sapi tersebut berkembangbiak dan mengahasilkan sapi jantan 

maka pembagian hasilnya tetap sama seperti sapi betina. 

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemuka-pemuka adat bahwa 

mengenai ketentuan-ketentuan dalam pembagian hasil kawukan ternak di atas 

bahwa setiap masyarakat yang melakukan bagi hasil pemeliharaan ternak 

pembagian hasilnya akan dibagi seperti yang telah disebutkan di atas, karena 

hal seperti itu sudah menjadi adat di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning 

Kabupaten Kaur. 

Menurut pengawuk ternak dari masing-masing desa yakni Desa 

Pelajaran, Desa Tanjung Kemuning, dan Desa Tinggi Ari yang telah 

disebutkan di atas yang telah melakukan perjanjian kawukan (bagi hasil) 

ternak ini, menyatakan bahwa hewan ternak yang akan dikawukan hanya 

ternak betina saja, karena pada dasarnya yang menjadi tujuan dalam 

pelaksanaan perjanjian kawukan hewan ternak sistem perkaki atau perkuku 

ini akan mendapatkan anaknya, hanya saja sistemnya menunggu sampai 

hewan ternak yang diperjanjikan tersebut beranak dan sistem bagi hasil 

dengan melalui perantara kaki atau kuku hewan ternak yang dikawukkan 

tersebut.
55) 

                                                           
55) 

Wawancara dengan Bapak Tamang, Karsun, dan Agus (Pengawuk ternak), tanggal 18 

Mei 2014 
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Berdasarkan wawancara dengan pemuka adat Bapak Alian, Bapak 

Sailin dan Bapak N. Saudi bahwa pembagian hasil dalam kawukan ternak 

sapi seperti ini sudah ada dari dahulu secara turun-temurun dari nenek 

moyang dan sudah menjadi adat setempat.
56) 

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Tinggi Ari 

yaitu Bapak Bunirwan yang juga pemilik ternak dengan mengkawukan (bagi 

hasil) ternak menyatakan bahwa ternak yang dikawukan telah 

berkernbangbiak dimana ternak tersebut menghasilkan 3 (tiga) ekor anak 

ternak maka hal ini pembagian hasilnya yakni satu ekor untuk si pengawuk, 2 

(dua) ekor anak dan ternak yang dikawukan kembali menjadi untuk si 

pemilik. Hal ini senada dengan pendapat Bapak Bunirwan di Desa Tanjung 

Kemuning bahwa setelah mereka selesai melaksanakan pembagian 

berdasarkan jumlah kaki atau kuku hewan yang dikawukkan tersebut, mereka 

si pemilik dan si pengawuk bisa berakhir. Namun seandainya ingin diteruskan 

lagi tergantung dengan kesepakatan mereka.
57) 

Jadi dalam pembagian sistem kawukan (bagi hasil) ternak yang ada di 

Kecataman Tanjung Kemuning  menurut adat Besemah menunjukkan bahwa 

pembagian ternak yang di kawukan setelah berkembangbiak di anggap sudah 

adil karena anak yang diperoleh si pengawuk yaitu anak pertama ternak yang 

di kawukan, tetapi tergantung dengan sistem perjanjian kawukan sewaktu 

aqad berlangsung. Apabila si pengawuk  menumpang membeli dengan sistem 

perkuku maka si pengwauk akan mendapatkan anak ternak pertama setelah 
                                                           

56) 
Wawancara dengan Bapak alian, sailin, N. Saudi (Pemuka Adat), tanggal 15 Mei 2014 

 
57) 

Wawancara dengan Bapak Bunirwan (pemilik ternak), tanggal 19 Mei 2014 
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ternak yang dikawukan terbsebut berkembangbiak 7 anak, begitu juga dengan 

sistem perkaki apabila si pengawuk menumpang satu kaki maka si pengawuk 

akan mendapatkan anak pertama setelah ternak tersebut berkembangbiak 3 

anak.  

Sistem perjanjian kawukan ternak menurut hukum adat Besemah ini 

tentu saja berbeda dengan  sistem-sistem perjanjian bagi hasil ternak yang ada 

di daerah lain, seperti sistem gaduhan ternak sapi bali di Kabupaten Luwu 

yang menunjukkan bahwa besar rata-rata keuntungan yang diperoleh peternak 

sistem gaduhan ternak sapi bali di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten 

Luwu dipengaruhi oleh lama pemeliharaan serta banyaknya penerimaan 

berupa sapi yang ditaksir kemudian di kurang dari biaya-biaya produksi yang 

dikeluarkan oleh peternak. Rendahnya keuntungan yang diperoleh peternak 

diakibatkan oleh biaya faktor-faktor produksi sangat besar seperti halnya 

tenaga kerja keluarga yang tidak diperhitungkan, pakan yang berasal dari 

rumput lapangan tidak dihitung sebagai faktor produksi, sedangkan 

perhitungan keuntungan semua hal tersebut sudah diperhitungkan, secara 

tunai peternak merasa untung dengan tenaga yang mereka tidak perhitungkan, 

dari hasil penelitian Hervian (2013) tentang bagi hasil pada pola gaduhan 

keuntungan yang diperoleh pemilik ternak lebih besar dibandingkan 

keuntungan yang diperoleh peternak, namun pola sistem gaduhan tetap terus 

dijalankan. Hal ini dikarenakan tidak ada pekerjaan lain untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Bentuk dan sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum 

adat Besemah di Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dibuat 

secara lisan atau tidak tertulis, perjanjian kawukan tidak bersifat tetap 

karena perjanjian kawukan ini bisa diperbaharui, hanya berdasarakan 

kepercayaan dan tolong menolong antara si pemilik dengan si pengawuk. 

Sistem perjanjian kawukan ini dilakukan oleh Pemilik ternak dan 

Pengawuk, ternak terlebih dahulu diketahui ternak mana dan harga ternak 

yang ingin dikawukan tersebut, ternak yang akan dikawukan harus 

diketahui di mana tempat ternak itu dilepas, ternak yang akan dikawukan 

harus dibicarakan terlebih dahulu bersama keluarga. 

2. Pembagian hasil antara si pemilik dan pengawuk dalam  perjanjian 

Kawukan (bagi hasil) ternak menurut hukum adat Besemah di Kecamatan 

Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur yaitu: Pembagian hasil ternak yang 

disesuaikan dengan modal pengawuk terhadap pemilik ternak, dimana 

sistemnya melalui pelantara kaki atau kuku ternak, apabila pengawuk 

membeli satu kaki dalam satu ekor ternak dihitung berdasarkan jumlah 

kaki artinya apabila ternak berkembangbiak menghasilkan satu anak 
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ternak, maka pengawuk mendapatkan satu kaki dari anak ternak tersebut, 

begitu juga dengan sistem kuku satu ekor ternak dibagi sesuai dengan 

jumlah kuku yang dibeli pengawuk, karena satu kaki terdiri dari dua kuku 

berarti dalam satu ekor terdapat delapan kuku, apabila pengawuk membeli 

satu kuku  artinya jika ternak berkembangbiak maka pengawuk 

mendapatkan satu kuku. 

B. Saran 

Diharapkan lebih dapat ditingkatkan adanya upaya sosialisasi seperti 

penyuluhan mengenai sistem perjanjian kawukan (bagi hasil) ternak, sehingga 

dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat serta mengerti tentang 

prosedur perjanjian khususnya mengenai bentuk perjanjian yang seharusnya 

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.   
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